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Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah 
Pusat Dan Pemerintah Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata 
Cara Pemungutan Pajak Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas 
Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 
18/2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas 
Tanah.



111

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Sleman Nomor 86 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 
Daerah

Peraturan Bupati Sleman Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penghitungan, 
Pembayaran, Penelitian, Pengurangan, Pembetulan, Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Dan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
Dan Bangunan.

Wawancara 

Wawancara dengan H.Sarmilih S.H. dari kantor hukum Mars Law, Sabtu, 3 

Agustus 2024.

Wawancara dengan Hendra Rudyanto selaku warga Masyarakat, 12 Juni 2025

Wawancara dengan Heru Purnama, A. Ptnh sebagai Kepala Subbagian TU BPN 

Kabupaten Sleman, 11 Juni 2025

Wawancara dengan Ir. Dwianta Sudibya sebagai Kepala BKAD Sleman, 10 Juni 

2025

Wawancara dengan Ir. Dwianta Sudibya sebagai Kepala BKAD Sleman, 10 Juni 

2025

Wawancara dengan Mujati selaku warga Masyarakat, 12 Juni 2025

Wawancara dengan Pariman selaku warga Masyarakat, 12 Juni 2025

Wawancara dengan Prangkat desa Jagayabaya Kelurahan Jogotirto Berbah 
Sleman, 7 Februari 2025

Wawancara dengan Siti Khodijah selaku warga Masyarakat 12 Juni 2025

Wawancara dengan Siti Khodijah selaku warga Masyarakat 12 Juni 2025

Wawancara dengan Supanggung selaku warga Masyarakat, 12, Juni 2025

Wawancara dengan Trianto selaku warga Masyarakat, 12 Juni 2025

Wawancara dengan Yudantoro selaku warga Masyarakat, 12 Juni 2025


